HUKUM PENGANGKUTAN UDARA


TATAP MUKA KULIAH XI

· Pengangkutan melalui udara diatur dalam UU No.15/1992 (UUPU) Tentang Penerbangan, PP No.40/1995 Tentang Angkutan Udara, Staatblad No.100 th 1939 Tentang Ordonansi Pengangkutan Udara.

· Angkutan udara  adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, cargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lain atau beberapa bandara (psl 1(1) PP 40/95)

· Menurut pasal 41 UUPU, terjadinya pengangkutan melalui pesawat udara niaga perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan tiket penumpang dan atau tiket bagasi, serta surat angkut.

· Pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Pesawat udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran Indonesia adalah pesawat udara yang tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi ketetuan :

a. Dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia.

b. Dimiliki oleh WNA atau BHA dan dioperasikan oleh WNI atau BHI untuk jangka waktu minimal 2 tahun secara terus menerus berdasarkan suatu perjanjian jual beli, sewa guna usaha atau perjanjian lain.

c. Dimiliki oleh instansi pemerintah./lembaga yang diijinkan pemerintah

· Selain surat tanda pendaftaran, pesawat terbang atau helikopter yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda kebangsaan. Tanda kebangsaan hanya diberikan kepada pesawat terbang yang telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia(psl 10 UUPU).

· Pesawat udara yang dapat digunakan di wilayah RI hanya pesawat udara dengan tanda kebangsaan Indonesia. Penggunaan pesawat udara sipil asing dari dan ke atau wilayah RI hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral/multilateral/ ijin khusus pemerintah (psl 13 UUPU jo psl 2 &5 PP 40/95).

· Untuk menjamin keselamatan penerbangan, setiap pesawat udara yang digunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelaikan udara berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian. (psl 19 UUPU).

· Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan niaga bertanggung jawab atas (psl 43 UUPU jo psl 42 PP No.40/95):

a. Kematian/luka-luka penumpang yang diangkut.

b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.

c. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

· Besarnya ganti kerugian/santunan terhadap penumpang diatur dalam pasal 43 PP No.40/95, yaitu :

a. Untuk penumpang yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat = Rp. 40 Juta.

b. Untuk penumpang luka-luka = setinggi-tingginya Rp. 40 juta

c. Untuk Cacad tetap = Rp. 50 juta

d. Kerugian secara nyata karena keterlambatan setinggi tingginya Rp. 1 juta

· Pasal 44 PP No.40/95 Mengatur ganti kerugian secara nyata terhadap bagasi :

a. Bagasi tercatat karena keterlambatan setinggi tingginya Rp. 100 ribu/kg

b. Bagasi Kabin = Rp. 1 Juta per penumpang

c. Kargio kabin  = Rp 100 ribu/kg

· Untuk mengalihkan atau membagi resiko tanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang diangkut, maka setiap perusahaan pengangkutan udara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan undang undang menerapkan sanksi hukum bila hal ini dilanggar (psl 47 UUPU jo psl PP 40/95).

